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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas
berlakunya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di
Mahkamah Konstitusi, perlu melakukan pencabutan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan
dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah
Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang



Mengingat

1.

mengatur materi muatan yang sama namun belum
secara tegas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pencabutan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan
dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah
Konstitusi Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI BAGI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 792) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai

berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,
ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2019
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REPUBLIK INDONESIA,
ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1415

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,

9 BAWASLY

Ferdinand Eskol Tiar Sirait



